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Indonesia sebagai negara yang 
berdasarkan hukum (rechstat), 
mempunyai konsekuensi yakni 
adanya supremasi hukum. Ini 
artinya, setiap tindakan administrasi 
negara harus berdasarkan hukum 
yang berlaku, selain harus 
memberikan kepastian hukum (asas 
legalitas). Sistem demokrasi yang 
berlandaskan hukum dan 
berkedaulatan rakyat menjadi dasar 
kehidupan dalam berbangsa dan 
bernegara. Demokrasi sebagai 
sistem pemerintahan yang dianut 
oleh Indonesia menyatakan bahwa 
suatu pemerintahan dipimpin oleh 
rakyat, dari rakyat, dan untuk 
rakyat. Bentuk pengejawantahan 
dari sistem demokrasi adalah 
diselenggarakannya Pemilu secara 
langsung. Adapun landasan dasar 
dilaksanakannya pemilu adalah 
pasal 22 E ayat (1) Undang Undang 
Dasar 1945 yang telah 
mengamanatkan 
diselenggarakannya pemilu dengan 
berkualitas, mengikutsertakan 
partisipasi rakyat seluas-luasnya 
atas prinsip demokrasi yakni 
langsung, umum, bebas, rahasia, 
jujur dan adil melalui suatu 
perundang-undangan (Handayani, 
2014: 1).  

Pemilihan umum sebagai 
sarana pelaksanaan kedaulatan 
rakyat yang dilaksanakan secara 
langsung, umum, bebas, jujur, dan 
adil dengan menjamin prinsip 
perwakilan, akuntabilitas dan 
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legitimasi dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.  Dinamika pada 
pemilihan umum seringkali 
diwarnai dengan isu mahar politik 
oleh para kontestan politik, 
sebagaimana dipublikasi 
diberbagai media di Indonesia. 
Praktik mahar politik dapat 
dipahami sebagai transaksi 
dibawah tangan yang melibatkan 
pemberian sejumlah dana dari 
calon pejabat tertentu untuk 
jabatan tertentu dalam pemilu 

partai politik sebagai kendaraan 
politiknya (Susilo, 2018: 155). 
Pemilihan umum sejatinya 
merupakan sebuah arena yang 
mewadahi para calon kandidat 
dalam kontestasi politik yang 
meraih kekuasaan partisipasi rakyat 
untuk menentukan pilihan dan 
sebagai penyalur hak sosial dan 
politik masyarakat itu sendiri 
(Simamora, 2014: 2). 

Pelaksanaan pemilu 
memberikan harapan rakyat dengan 
lahirnya seorang pmimpin yang 
mampu menyejahterakan dan 
membahagiakan rakyat dengan 
beberapa kebijakan yang dibuatnya. 
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Namun dalam proses pemilu seringkali dicederai oleh 
beberapa oknum dari para calon kandidat beserta tim 
suksesnya yang mengunakan segala cara untuk 
memenangkan kontestasi politik, selain mahar politik, 
money politic juga kerap menjadi isu hangat dalam 
kontestasi politik. Terjadinya politik uang bukan hanya 
pada pasangan kandidat, namun juga karena 
masyarakat yang berpikir instan seringkali tertarik 
dengan politik uang. Penegakan hukum dalam kasus ini 
perlu diperhatikan guna melestarikan pesta demokrasi 
yang bersih dari tindak pidana dalam pemilu (Hadi; 
Fadhlika; Ambarwati, 2018: 398).  

Prinsip demokrasi dan keadilan dalam 
pemilihan umum (electoral justice) adalah keterlibatan 
masyarakat merupakan hal yang mutlak. Hak 
masyarakat sangat mendasar dan asasi sifatnya. Hal ini 
diamini, sebagaimana dimuat dalam Universal 
Declaration of Human Right 1948 yang telah dijamin 
juga dalam konvenan dan turunannya, terlebih dalam 
Convenan on Civil and Political Rights and on Economic, 
Cultural and social Rights atau yang lumrah disebut 
dengan International Bill of Human Rights.   

Dengan dicantumkannya hak dasar dalam 
pelaksanaan pemilu, maka berlaku pula prinsip-prinsip 
integritas pemilu  yang mensyaratkan adanya 
pemantauan masyarakat yang independen dan 
penyelenggaraan pemilu yang transparan dan 
akuntabel. Hal ini serupa pentingnya dengan prinsip 
lain yang juga harus ditetapkan oleh institusi 
penyelenggara (KPU) dengan memiliki standar perilaku 
dan beretika, serta mampu menerapkan aturan secara 
adil tanpa pandang bulu.  

Untuk menjamin agar pemilu berjalan sesuai 
dengan ketentuan dan asas pemilu, diperlukan suatu 
pengawalan terhadap jalannya setiap tahapan pemilu. 
Dalam konteks pengawasan pemilu di Indonesia, 
pengawasan terhadap proses pemilu dilembagakan 
dengan adanya lembaga Badan Pengawas Pemilu 
(Bawaslu). Pengawasan dari Bawaslu adalah bentuk 
pengawasan yang terlembaga dari suatu organ Negara. 

Terlepas dari aturan tentang pemilihan umum 
yang diatur sedemikan rupa untuk memberikan 
kedaulatan bagi rakyat itu sendiri dalam 
penyelenggaraan pemilihan umum, pada prakteknya 
terdapat banyak permasalahan yang pada akhirnya 
mengurangi, merampas, dan meniadakan kedaulatan 
rakyat dalam penyelenggaraan pemilu. Pemerintahan 
yang seharusnya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan 

untuk rakyat berubah menjadi pemerintahan yang 
berasal, dari, dan untuk kepentingan kelompok 
tertentu. Hal yang paling mencolok terjadi dalam 
pemilihan presiden dan wakil presiden yakni Black 
Campaign.  

Permasalahan penyelenggaraan pemilihan 
umum yang berakibat pada  kedaulatan rakyat seperti 
money politic, budaya money politic marak terjadi dimana 
– mana dan bukan lagi merupakan rahasia umum. 
Praktik politik uang terjadi pada saat pengusungan 
calon yang dilakukan partai dan pada saat pencarian 
dukungan langsung dari rakyat. Rakyat dibayar, 
disuap, untuk memilih calon tertentu. Dengan 
demikian, rakyat dalam menentukan pilihannya tidak 
lagi dalam kehendak bebas, kesadaran akan bangsa dan 
negara, maupun dalam pengendalian penuh atas 
dirinya. Money politic meniadakan prinsip kedaulatan 
rakyat dalam pemilihan umum. Suara yang diberikan 
tidak berdasarkan prinsip jujur dan adil. 
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